BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi
prosedur medikolegal penghentian atau penundaan terapi bantuan hidup pada
pasien terminal state di RSUD Ahmad Ripin Muaro Jambi, dapat ditarik beberapa

kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi medikolegal penghentian atau penundaan terapi bantuan hidup
pada pasien terminal state di RSUD Ahmad Ripin Muaro Jambi sudah
dilakukan di RSUD Ahmad Ripin tetapi belum memiliki standar atau alur baku
yang berupa kebijakan yang komprehensif. Rumah sakit sudah memiliki
kebijakan tetapi masih terpisah pisah , Formulir DNR, Formulir penolakan
tindakan medis, formulir pemberian informasi, formulir general concent, sudah
ada namun belum memiliki protokol tertulis yang spesifik untuk penghentian
terapi bantuan hidup secara menyeluruh dalam bentuk suatu kebijakan yang
dituangkan dalam bentuk peraturan direktur, sesuai amanat Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014. Proses edukasi dan persetujuan (informed
consent) kepada keluarga pasien telah dilakukan, namun belum ada evaluasi
sistematis terhadap pemenuhan aspek etik dan hukum dalam pelaksanaannya.

2. Banyak kendala yang dihadapi dokter dalam mengimplementasikan prosedur
medicolegal ini. Kendala utama meliputi penolakan dari pihak keluarga pasien
yang berhubungan dengan kondisi psikologis berupa harapan yang sangat kuat
atas kesembuhan atau sebaliknya kehilangan harapan sama sekali, serta

kesulitan memahami kondisi medis yang komplek.
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3. Dari sisi internal rumah sakit, kendala mencakup ketiadaan kebijakan baku,
kurangnya tenaga medis bersertifikasi ICU, serta keterbatasan sumber daya
(peralatan, obat-obatan, dan ketiadaan tim paliatif). Selain itu, dokter juga
merasakan adanya kekhawatiran terkait potensi kriminalisasi tenaga kesehatan
akibat belum adanya peraturan turunan yang spesifik dari Undang-Undang
Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023.

4. Upaya yang telah dilakukan oleh dokter untuk mengatasi kendala masih
terbatas pada edukasi dan komunikasi intensif dengan keluarga pasien untuk
memperoleh informed consent. Namun, upaya sistematis seperti forum diskusi
rutin kasus terminal state, pelatihan berkelanjutan mengenai aspek etik dan
hukum end-of-life care, serta pembentukan tim khusus (misalnya tim paliatif)
belum terlaksana. Dokter juga mengharapkan peningkatan ketersediaan stok
alat kesehatan dan obat-obatan di ICU serta pelatihan khusus bagi perawat dari
pihak manajemen rumah sakit dan pemerintah daerah.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, diajukan beberapa saran yang diharapkan
dapat memperbaiki implementasi prosedur medikolegal penghentian atau
penundaan terapi bantuan hidup pada pasien terminal state di RSUD Ahmad Ripin

Muaro Jambi, sehingga hak hak pasien dapat terjanin dan juga memberikan

perlindungan hukum bagi tenaga medis. Saran saran tersebut antara lain:

a. RSUD Ahmad Ripin segera menyusun kebijakan mengenai penghentian dan
penundaan bantuan hidup pada pasien terminal dan melengkapi standar
operasional prosedur dalam bentuk kebijakan yang dituangkan melalui

keputusan direktur yang mengacu pada Permenkes Nomor 37 Tahun 2014
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dan peraturan terkait lainnya. Kebijakan yang dibuat ini harus mencakup
alur pengambilan keputusan, pihak-pihak yang terlibat, kriteria pasien
terminal, proses informed consent yang detail, jaminan terhadap pemenuhan
hak hak pasien, serta dokumentasi medikolegal yang lengkap.

RSUD Ahmad Ripin mengadakan pelatihan dan edukasi berkelanjutan bagi
seluruh staf medis (dokter dan perawat) mengenai aspek etik, hukum, dan
medis terkait end-of-life care, termasuk pemahaman mendalam tentang
Permenkes 37 Tahun 2014 dan UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. RSUD
Ahmad Ripin hendaknya memprioritaskan sertifikasi tenaga medis
paramedis di ICU.

RSUD Ahmad Ripin membentuk tim khusus, berupa tim perawatan paliatif,
yang bertugas memberikan dukungan holistik kepada pasien terminal state
dan keluarganya, termasuk manajemen nyeri, dukungan psikologis, spiritual,
dan fasilitasi komunikasi mengenai pilihan end-of-life care.

. Secara terjadwal RSUD Ahmad Ripin menyelenggarakan forum diskusi atau
pertemuan rutin multidisiplin untuk membahas kasus-kasus terminal state
yang kompleks, guna memastikan pengambilan keputusan yang kolektif,
etis, dan sesuai standar.

Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada semua petugas kesehatan yang
terlibat mengenai implementasi Permenkes Nomor 37 Tahun 2014 dan
peraturan terkait, serta pentingnya aspek etik dan hukum dalam end-of-life
care.

Pemerintah hendaknya mempercepat penyusunan peraturan turunan yang

lebih spesifik dan jelas mengenai segala aspek yang terkait dengan
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penghentian/penundaan bantuan hidup pada pasien terminal state.
Pemerintah juga perlu meningkatkan dukungan untuk kebijakan anggaran

pengembangan perawatan paliatif.
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